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ABSTRAK 

 
Desa merupakan pemerintah terkecil yang diakui dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia. Keberadaan desa diatur berdasarkan konstitusi. 
Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa merupakan 
peraturan perundang-undangan yang pertama yang mengatur secara khusus 
tentang desa. Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 
disebutkan bahwa desa dapat membentuk lembaga lain sesuai dengan 
kebutuhan desa masing-masing. Sejalan dengan itu, HAW Widjaja, seorang 
fasilitator otonomi daerah dan widyaiswara, menyebutkan penyenggaraan 
pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggara pemerintah 
sehingga desa memiliki kewenangan dan mengurus kepentingan masyrakat. 

Proses pengumpulan dan penyajian dengan penelitian ini menggunakan 
metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian menggunakan angka dan 
statistik dalam pengumpulan serta analisis data yang dapat diukur dengan 
pengumpulan data, dan teknik analisi data.  

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: a. Peran 
Pendamping Desa dalam pembangunan desa di desa selorejo Kecamatan 
Batanghari Kabupaten lampung Timur belum terlaksana dengan maksimal. 
Dibuktikan dengan adanya beberapa miskomunikasi dari Pemerintah desa 
sehingga dapat menghambat peran Pendamping Desa seperti Pemerintah Desa 
selalu melakukan kebijakan secara sepihak dalam pembangunan tanpa 
sepersetujuan Pendamping Desa. b. Kendala Pendamping Desa Dalam 
Pembangunan Desa sebagai berikut dalam bidang pembangunan desa 
Pemerintah desa tidak sepenuhnya mengikuti aturan dan arahan yang diberikan 
oleh pendamping desa mengenai pembangunan desa.  

Pendamping desa seharusnya mempunyai hak dan kewajiban yang pasti 
yang ditetapkan oleh peraturan kemendes PPDT, sehingga di dalam 
menjalankan tugasnya tidak diremehkan oleh pemerintah desa setempat dan 
pemerintah desa mengikuti arahan dari pendamping desa ketikan di dalam 
pembangunan sarana dan prasarana tidak keluar dari jalur regulasi yang dan 
aturan-aturan yang berlaku. 
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